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RINGKASAN 

 

Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, perlindungan terhadap 

pekerja harian lepas menjadi salah satu isu yang paling kompleks dan seringkali 

terabaikan. Pekerja harian lepas merupakan kelompok pekerja non-formal yang 

tidak memiliki jaminan kerja berkelanjutan, tidak terikat kontrak kerja tetap, serta 

tidak selalu mendapat perlindungan hukum yang memadai atas hak-hak 

normatifnya, khususnya dalam aspek upah dan waktu kerja. Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang telah memberikan 

pengakuan terhadap keberadaan berbagai bentuk hubungan kerja, namun ketentuan 

yang spesifik mengenai pekerja harian lepas masih sangat terbatas. Meskipun 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja telah 

mencoba memberikan fleksibilitas hubungan kerja, kenyataannya perlindungan 

terhadap pekerja harian lepas masih jauh dari ideal. Banyak pekerja harian lepas 

yang mengalami pelanggaran hak atas upah minimum, waktu kerja berlebih tanpa 

istirahat yang layak, serta tidak memperoleh jaminan sosial. Ketiadaan pengaturan 

rinci menyebabkan relasi kerja menjadi timpang dan membuka ruang eksploitasi 

yang cukup besar oleh pemberi kerja. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting 

terkait bagaimana seharusnya sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia 

memberikan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi pekerja harian lepas, 

terutama dalam aspek hak atas upah dan waktu kerja. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan cakupan perlindungan 

hukum terhadap pekerja harian lepas dalam konteks hak atas upah dan waktu kerja, 

serta mengkaji prinsip keadilan yang dapat dijadikan landasan dalam merumuskan 

pengaturan hukum yang lebih berpihak. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan 

untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana akademik dan 

penyusunan kebijakan ketenagakerjaan nasional yang lebih inklusif terhadap 

pekerja sektor informal. Dari sisi kegunaan, secara teoritis penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya khasanah ilmu hukum ketenagakerjaan dengan pendekatan 

keadilan distributif dan perlindungan hukum progresif. Sementara secara praktis, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat 

penegak hukum, serta pengusaha dalam merancang sistem kerja yang lebih 

berkeadilan dan menjamin kesejahteraan pekerja harian lepas. Dengan demikian, 

keberadaan penelitian ini menjadi penting tidak hanya sebagai studi akademik, 

tetapi juga sebagai kontribusi konkret dalam pembaruan hukum ketenagakerjaan di 

Indonesia yang lebih manusiawi dan adil. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 

peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan historis 
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dan komparatif. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk 

menganalisis norma-norma hukum positif yang mengatur tentang hubungan kerja 

dan hak-hak pekerja, terutama yang berkaitan dengan upah dan waktu kerja pekerja 

harian lepas. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum 

yang relevan, seperti teori keadilan distributif, teori perlindungan hukum, dan teori 

relasi kerja. Pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan 

regulasi tentang bentuk hubungan kerja di Indonesia, sedangkan pendekatan 

komparatif digunakan untuk meninjau bagaimana perlindungan pekerja harian 

diterapkan di negara lain sebagai pembanding. Bahan hukum yang digunakan 

terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, konvensi ILO, 

dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku-buku dan jurnal ilmiah), 

serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis dilakukan 

secara kualitatif dengan menitikberatkan pada argumentasi hukum, interpretasi 

norma, dan kesesuaian prinsip keadilan dalam penerapan peraturan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja harian 

lepas dalam aspek upah dan waktu kerja masih sangat lemah secara normatif dan 

praktis. Pengaturan mengenai pekerja harian lepas masih bersifat parsial dan tidak 

memiliki dasar hukum yang tegas, sehingga seringkali menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan menyulitkan penegakan hak-hak pekerja. Banyak kasus di mana pekerja 

harian lepas tidak mendapatkan upah sesuai ketentuan minimum, tidak menerima 

kompensasi atas lembur, serta dipaksa bekerja melebihi jam kerja tanpa waktu 

istirahat yang memadai. Selain itu, mekanisme pengawasan ketenagakerjaan belum 

efektif menjangkau sektor informal, termasuk pekerja harian lepas yang seringkali 

bekerja dalam kondisi tersembunyi atau informal. Penelitian ini juga menemukan 

bahwa prinsip keadilan distributif belum menjadi pertimbangan utama dalam 

formulasi kebijakan ketenagakerjaan. Hukum cenderung berpihak pada fleksibilitas 

dan efisiensi ekonomi, tanpa memperhatikan kerentanan pekerja. Oleh karena itu, 

diperlukan reformulasi norma hukum ketenagakerjaan yang lebih responsif 

terhadap kebutuhan perlindungan pekerja harian lepas, dengan menempatkan 

prinsip keadilan sebagai landasan utama. Negara perlu hadir lebih kuat dalam 

memberikan jaminan hukum atas upah dan waktu kerja yang layak, termasuk 

melalui pengaturan yang eksplisit, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tegas 

terhadap pelanggaran. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya akan 

meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memperkuat fondasi keadilan 

sosial dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Upah dan Waktu Kerja, Pekerja Harian 

Lepas 

 

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum terhadap Upah dan Waktu Kerja 

Pekerja Harian Lepas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk 

perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja harian lepas khususnya dalam 

aspek upah dan waktu kerja, serta mengkaji prinsip keadilan yang relevan dalam 

pengaturannya. Kegunaan penelitian ini terbagi dalam aspek teoritis dan praktis. 

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu 

hukum ketenagakerjaan berbasis prinsip keadilan distributif, sementara secara 

praktis dapat dijadikan referensi dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang 

lebih inklusif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum 

diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif 

 

Rumusan masalah pertama yang dikaji adalah bagaimana bentuk pengaturan 

normatif terhadap pekerja harian lepas dalam sistem hukum ketenagakerjaan 

Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa ketentuan 

mengenai pekerja harian lepas masih bersifat parsial dan tidak memiliki landasan 

hukum yang tegas. Hal ini menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak 

normatif seperti upah minimum, lembur, dan waktu kerja yang manusiawi. 

Ketiadaan norma yang jelas menyebabkan praktik kerja fleksibel yang rentan 

eksploitatif semakin meluas. 

 

Rumusan masalah kedua membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum 

terhadap pekerja harian lepas dalam aspek upah dan waktu kerja berdasarkan 

prinsip keadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan 

distributif dalam kebijakan ketenagakerjaan masih minim. Regulasi lebih 

menitikberatkan pada fleksibilitas hubungan kerja dibanding perlindungan hak. 

Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi norma hukum yang menempatkan keadilan 

sebagai landasan utama untuk menjamin kesejahteraan pekerja harian lepas. 
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ABSTRACT 

 

 

Keywords: Legal Protection, Wages and Working Time, Casual Daily Workers 

 

 

This research is titled Legal Protection of Wages and Working Time for Daily 

Freelance Workers. The aim of this study is to analyze the forms of legal protection 

available to daily freelance workers, particularly in terms of wages and working 

hours, and to examine the concept of justice as the foundation for its regulation. 

The significance of this research lies in both its theoretical and practical 

contributions. Theoretically, it enriches labor law discourse by incorporating the 

concept of distributive justice. Practically, it serves as a policy reference for 

designing more inclusive labor regulations. The study adopts a normative juridical 

method with statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials 

are collected through library research and analyzed qualitatively. 

 

The first problem formulation examines how the normative regulation of daily 

freelance workers is constructed within Indonesia’s labor law system. The findings 

reveal that regulations regarding daily freelance workers remain partial and lack 

clear legal foundation. This leads to inadequate protection of basic rights such as 

minimum wage, overtime pay, and humane working hours. The absence of precise 

legal norms enables the proliferation of exploitative flexible work practices. 

 

The second problem addresses how legal protection of daily freelance workers in 

terms of wages and working time reflects the principle of justice. The study shows 

that the application of distributive justice principles in labor policies remains 

limited. Regulations prioritize labor market flexibility over workers’ protection. 

Therefore, a reformulation of legal norms is necessary to place justice at the core 

of labor regulation and ensure fair treatment and welfare of daily freelance 

workers. 
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